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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Bedasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Latar belakang munculnya qanun adat Nagari Barung Barung Balantai 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

Latar belakang munculnya qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung 

Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 

(SK/KAN/NO.39//KAN/VI-2007) adalah karena dahulu banyaknya muncul 

perbuatan perkawinan tidak dicatatan ditengah-tengah masyarakat di Nagari 

Barung Barung Balantai Kabuaten Pesisir Selatan. Dimana pelaku yang 

melakukan perkawinan tersebut kurangnya kesadaran hukum,  tidak mendapatkan 

izin dari orang tua, dan ada juga yang hamil terlebih dahulu, sehinggga pelaku 

nikah kewilayah diluar dari tempat tinggalnya seperti di Jambi, dan di Padang. 

Istilah perkawinan tidak dicatatkan ini terbagi menjadi tiga kelompok yang sering 

disebut masyarakat, ada juga disebut sebagai perkawinan sirri, ada juga yang 

disebut sebagai perkawinan liar, ada juga yang disebut sebagai nikah lari. Maka 

dalam konteks ini nikah lari adalah bagian dari perkawinan tidak dicatatkan. 

Menurut wawancara yang penulis temukan di lapangan dengan salah satu tokoh 

adat yang merupakan ketua KAN di Nagari Barung Barung Balantai memberikan 

keterangan bahwa nikah lari merupakan bagian dari perkawinan tidak dicatatkan 

di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Pelaksanaan qanun adat di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

Pelaksanaan qanun adat  di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir 

Selatan adalah memiliki empat tahapan pelaksanaannya. Tahapan pertama 

pelaksanaan qanun adat terhadap pelaku perkawinan tidak dicatatkan di Nagari 

Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Ketua (KAN) memanggil 

Mamak Kaum, apabila anak atau kemenakan melakukan nikah lari. Tahapan 
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pelaksanaan kedua mamak kaum memanggil mamak dalam rumah dan 

disampaikan kepada mamak dalam rumah apabila anak dan kemenakan 

melakukan nikah lari. Tahaan ketiga mamak dalam rumah akan memangggil 

kedua orang tua dan anak yang melakukan nikah lari untuk dinasehati. Tahapan 

keempat apabila tidak dihiraukan juga panggilan dari mamak kaum, mamak dalam 

rumah. Maka ketua (KAN) akan memanggil semua pihak mulai dari mamak kaum 

sampai pelaku dan akan disidang dibalai adat nagari (Kantor Kerapatan Adat 

Nagari) dan dijelaskan. Bahwa di Nagari tersebut ada aturan KAN (Kerapatan 

Adat Nagari) yaitunya Qanun adat istiadat salingka Nagari Barung Barung 

Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan (SK. KAN NO. 

39/KAN/VI-2007. Aturan ini berkaitan dengan sebuah aturan nikah slari atau 

perkawinan tidak dicatatkan yang mana dalam aturan tersebut menjelasakan 

bahwa setiap anak atau kemenakan yang melakaukan nikah sirri atau nikah lari 

perkawinan tidak dicatatkan maka akan didenda dengan 7 tujuh ekor ayam jantan 

dan menggundang masyarakat serta orang sumandao untuk makan bersama serta 

membayar denda satu 1 emas murni ke pada mamak. Apabila tidak dilaksanakan 

maka mereka akan dikucilkan dari masyarakat serta tidak diikut sertakan dalam 

acara baik alek baik dan alek buruk tidak akan diundang. 

3. Peran qanun adat sebagai sadd adz-dzari’ah terhadap perkawinan tidak 

dicatatkan  di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. 

Peran qanun adat sebagai sadd adz-dzari’ah terhadap perkawinan tidak 

dicatatkan  di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan adalah 

berangkat dari data yang telah ada pada penulisan ini. Bahwa dari tahun 2022 

sampai 2024 ada 15 (lima belas) data perkawinan tidak dicatatkan di Nagari 

Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan. Dilihat dari dua kampung 

yaitu Kampung Pasar dan Kampung Pasar Utara. Pada Kampung Pasar pada tahun 

2022 ada 5 (lima), pada tahun 2023 ada 3 (tiga), pada tahun 2024 ada 1 (satu). 

Begitupun dengan Kampung Pasar Utara dilihat pada tahun 2022 ada 3 (tiga), 

pada tahun 2023 ada 2 (dua), pada tahun 2024 ada 1 (satu). Maka dapat ditarik 

kesimpulan disini bahwa peran qanun adat sebagai sadd adz-dzari’ah terhadap 

perkawinan tidak dicatatkan  di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir 
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Selatan dilihat dari tahun ke tahun sudah ada perubahan mulai berkurang terhadap 

perkawinan tidak dicatatkan di  Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir 

Selatan. Meskipun masih ada satu persatu, berarti disini sudah menunjukkan 

bahwa peran qanun adat sebagai sadd adz-dzari’ah terhadap perkawinan tidak 

dicatatkan  di Nagari Barung Barung Balantai Kabupaten Pesisir Selatan sudah 

berjalan efektif dan menutup suatu kemudharatan yang mengantarkan kepada 

keburukan yang dikenal dalam Islam sadd adz-dzari’ah. 

5.2. Saran 

Penelitian ini secara akademik dapat dilanjutkan oleh para peneliti dan 

pengkaji hukum Islam dengan mengembangkan dalam bentuk penerapan hukum 

yang sesuia dengan penelitiananya. Sehingga ini merupakan langkah awal bagi 

setiap mahasiswa pascasarjana dalam melakukan penelitian hukum keluarga 

dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada 

umumnya untuk dilakukan penelitian lanjutan.
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